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I.  UMUM  

 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 
bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki 
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 
menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut 
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat 
manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti 
dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi 
Anak.  

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif 
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang 
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua 
yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan 
perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, 
disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang 
berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta 
pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif semakin meningkat. 
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Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai 
dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 
Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik 
Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak). 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang 
berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa 
depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada 
Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk 
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna 
bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan 
perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum 
cenderung merugikan Anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut 
sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan 
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. 
Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam 
penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain 
didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan 
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan 
pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. 

Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian 
terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang 
dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang 
benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap 
Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. 

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan 
Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa 
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini 
merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.  

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, 
antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses 
peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini 
adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan 
Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan 
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Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi 
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh 
karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam 
rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada 
terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi 
korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu 
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu 
kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 
dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari 
solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati 
yang tidak berdasarkan pembalasan. 

Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam 
status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau 
Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus 
mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan 
umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 
(dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak 
yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 
(delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. 

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi 
pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan 
hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada 
di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak 
sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan 
oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, 
sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, 
dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar 
jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan 
Keadilan Restoratif. 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini 
mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak 
yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

  
 Pasal 2  

Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”pelindungan” meliputi kegiatan yang 
bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang 
membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.  
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap 
penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa 
keadilan bagi Anak. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”nondiskriminasi” adalah tidak 
adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, 
agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan 
bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta 
kondisi fisik dan/atau mental. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” 
adalah segala pengambilan keputusan harus selalu 
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang Anak. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat 
Anak” adalah penghormatan atas hak Anak untuk 
berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang 
memengaruhi kehidupan Anak. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi 
Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan orang tua.  

Huruf g 
Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan 
keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan 
rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan 
pidana. 
Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian 
tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani 
dan rohani klien pemasyarakatan.  

Huruf h 
Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala 
perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas 
keperluan, umur, dan kondisi Anak. 
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Huruf i 
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan 
merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya Anak 
tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa 
guna kepentingan penyelesaian perkara. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah 
prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses 
peradilan pidana. 
 

 Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” 
meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga 
dan/atau pendamping, mendapat perawatan rohani dan 
jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat 
pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapat 
bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti 
siaran media massa. 

Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan 
latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak 
harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan 
harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan 
martabatnya” misalnya Anak  disuruh membuka baju dan 
lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, 
Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan 
disuruh memijat Penyidik laki-laki. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 
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